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d ng No.58 tahun 1958 di
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1. Pordana Mentcri

DJAKARTA,

Menundjuk surat Saudara tanggal 19 Djuli 1958
No.2567/HK/58, dengan ini kami beritahukan, bahwa "Un-
dang-undang tentang penctapan "Unduang-undang Darurat
No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.l2

ahun 1956 tentang pembentukan dacrah Swatantra tingkot

II dalam lingkungan docrah Swatantra tingkat I Sumctera
Tengah" (Lembaran Negara tabun 1957 No.77) sebagai Undunw—
undang" telah diundangkan pada sanggal 29 Djull 1958 do-
ngan dibori nomoryﬁgw:tagﬂmiZQ%,d“h dimuat dalom Lombar
Negora No.l108 tahun 1958,

! M&mor poncljelw annja dimuat dalom T mbahan Lembo -
ran Negara No.l1l6lL3.

Sosul @SRt E permintaan Saudara, sechelad naskeh
Undang-undang itu telah disampaikon kepadagiementerion
Pencrangan untuk disiarkan dengan perantaracn radio dan

A

scheolai lagi kepada Menteri Dolom chcri untuk diketahul,
Naskeh Undang-undoang No.58 tohun 1958 asli rangkap
duc bersama inil komi kirimken kembali,
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DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
REPUBLIK INDONESIA

DJAKARTA,2/ DJUNI 1958,-
No.&9// /DPR-RI/58
Lampirarn ¢ 1 (rarngkap dua)

Perihal @ Penge=aha&ar usul
Undang-urdang, - Kepada

.............. - PRESIDEN
ai
DIAKART Auw

L

A : Dengan menundjuk kepada Amanat Pre<iden No.376L/HK/S7
\Lgoj tanggal 25 Oktober 1958, dergar ini diberitahukarn dengan
hormat, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat dalam rapatnja plero
terbuka ke-58 pada hari Selasa tanggal 27 Mei 1958 telsh
merjetud jui
- usul Urdarg-undang tentang peretapar "Undang-undarng Daru-

rat No.21 tahur 1957 tentang pembentukan Dasrah-dacrah

Swatantra fingkat IT dalam lingkungarn Daecrah Swsatantra

Tirgkat T Sumatra Tengah" (Lembaran-Negare tshun 1957

No.77) sebagai undang-urndang -

Nackah usul undang-undsng tereebut, sebagaimans telah
dicgetudjui oleh Dewanr Perwakllan Rakjat, kami kirimkar bere
cama iri untuk disshkar oleh Pcmerintah,-

KETUA
_4DEWAN PERWAKILAN BAKJAT,
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3 UNDANG -=UNDANG NO& ol
tentang

Penetapan "Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang
perubahan Undang-undang No.l2 tahun 1956 tentang pemben-
tukan daera» swatantra tingkat II Aalam lingkungan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara ta=
hun 1957 No.77), sebagai undang-undang.

TAWIN 1958.

- o W -

N

PRESINEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbanglz

a, bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ajat 1 Undang~undang ‘Dagar
Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No.2l tahun 1957
tentang perubahan Undang-undang No.l2 tahun 1956 tentang. pemben~
tukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatan~
tra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran-Negara tahun 1957 No.77);

b. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub Adalam undang-undang da=-
rurat tersebut perlu Aitetapkan sebagal undang-undang;

Mengingat :

a. pasal-pasal 89 Aan 97 Undang=-undang Dasar Sementara Republik In-
Aonesia;

b+ Undang-undang No.l tahun 1957 - tentang pokok-pokok pemerin-
tanan Adaerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana se-
djak itu telah Alubah;

Nengan persetudjuan Newan Perwakilan Rakjatb;

Memutuskan:
Menetapkan ¢

Undang=-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No.21l tahun
190 tentang perubahan Undang-undang No.lZ2 tahun 1956 tentang pem-
bentukan Aaerah swatantra tingkat Il dalam lingkungan vaeran swatan-
tra Tingkat T Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara tahun 195( NOe{ (J s
sebagal undang=-un-dang.

Pasal I,

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang DNarurat
No.21 tanun 1957 tentang perubahran Undange-undang No.1l2 tahun 19%6
tentang pembentukan Aaerah swatantra tingket II dalam lingkungan
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran-Negara tahun
1957 No.77), Aitetapkan sebagail undang-undang dengan perubahan-peru-
banan, sehingga berbunji sebagai berikut :

Pasal 1.

A. Ketentuan pasal 1 Undang=-undang No.l2 tahun 1956 tentang pemben-
tukan Adaerah-daerah swatantra tingkat II Aalam lingkungan NDaerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Aiubah mendjadi ketentuan ajat

1l dari pasal 1 itu dan Aiadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:

aw angka "L4" Aalam kalimat pertama diuban mend jadi angka "15";

b. ketentuan angka No.7 diubah hingga dibatjas "Pegisir Selatan, Ae-
ngan nama Daera» Swatantra Tingket II Pesisir Sclatan Aengan wa-
tas-watas sebagai Aimaksud Aalam pasal 1 dari surat ketetapan
Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/
G.M./S.T.G./M49, dikurangi dengan wilajah Kotjamatan-kétjamatans
1) Kerintji ™ulu, 2) Kerintji Tengah dan 3) Kerintji wilir";

#
* £

o aapair o s e




b
§
il
:

=%2A.Rea.oé.

5 2 =

c. sesudah ketentuan angka No.lli diadakan ketentuan angka No.lH
barut jang berbunji sebagai berikut :

"15 Kerintji, Aengan nama Naeran Swatantra Tingkat IT Kerintji,
jang wilajahnja meliputi wilajah Ketjamatan-ketjamatan: 1) Ke-
rintji ™ulu, 2) Kerintji Tengah dan 3) Kerintji wWilir,

B. Pasal 1 tersebut B diatas Aitambah Adengan ajat 2 baru jang ber-
bunji >sebagai berikut :

"(2; a. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.l sampail

dengan 8 termasuk dalam lingkungan NDaerah Swatantra Tin%kat I Su-

matera Barat sebagal daeraw-4daera» swatantra tingkat II";

"o, daerah-daerah swatantra seperti tersebut Aalam No.9 sampai Ae-
ngan 12 termasuk Aalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I
Riau sebagai Adaerah-daerah swatantra tingkat II";

"c¢. Aaerah~daerah swatantra seperti tersebut Aalam No.l3 sampai Heéf
ngan 15 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I
Djambi sebagal Aaerah~-daerah swatantra tingkat II";

Pasal 2.
“MNalam pasal 2 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut :

a, pasal 2 ajat 1 No.7 warus Aibatja:
"Naerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan berksdudukan ai
Painan'";

b. pasal 2 ajat 1 tersebut ditambah Adengan No.l5 jang berbunji
sebagai berikut :
"naeﬁah Swatantra Tingkat IT Kerintji berkedudukan 4i Sungal Pe-
nuh',

Pasal 3

Dalam pasal 3 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut

a. pasal 3 ajat 1 No.7 harus dibatja: : : |
”ﬁaeran Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan t erdiri dari 20
orang";
b. pasal 3 ajat 1 tersebut ditambah dengan No.l5 jang berbunji seba-
%ai berikut ¢

Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji terAdiri dari 15 orang".

Pasal L.

Semua persoalan-persoalan jang timbul Aalam Pelaksanaan peru-
bahan menurut undang-undang ini Aiselesaikan oleh Menteri Malam
Negeri bersama Dewan-dewan Pemerintah NDacrah swatantra tingkat I
Jang Dbersangkutan.

Pasal 5.

. Undang-undang ini Aapat disebut"Undang-unAang tentang perubanan
Undang~undang No.l2 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra

ting%at IT Aalam lingkungan Naerah Swatantra tingkat I Sumatera Te-
ngahn.

Pasal II.
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Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setlap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembarane
Negara Republik Indonesia,

Disahkan 4i Djakarta
pada tanggal ' 1958,

PRES IDEN REPUBLIK INDONESTA,

SOEKARNO.,
%@wg'% Diundangkan , MENTERI DALAM NEGERTI,

o pada tanggal 1958, SANOES I WARDJAD INATA.
op O MENTERI KE WAKIMAN,

G«A. MAENGKOM.

wakilan Rakjat dalam rapat pleno terbuka ke-58 pada wari Selasa
tanggal 27 Mei 1958 41 Djakarta.,

KETUA

Sekertaris, 7o DEWAN PERWAKILAﬁ/R//JAT{“
P : P - /’ ¥4 R AN B
Sl Z y 3
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Usul undang-undang termaktub Adiatas 4isetudjui oleh Dewan Per- lf
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MEMORI PENDJELASAN

. mengenai
Usul Undang-undang tentang penctapan Undang-
undang Darurat No.21 tahun 1957 tontang pom-
o bentukan d'acrah swatantra tingkat 11 dalam 4
lingltungan Dacrah Swatantra Tingkat I Suma-
tora Tengoh (Lombaran-Negara tahun 1957 No.77),
scbagai undang-undang.

————— - —

Scbagni ‘alkibat’ pembentukan Dacrah-=dacrah Swatantra Tinglkat I
Sumatera Borat, Djombi dan Riau, maka dengan sendirinja harus di-
adakan perubahan terhadap Undang-undang No.12 tahun 1956 tontang
pembentulian. dacrah-dacrah swatantra tingkat IT dalom lingkungan
Dacrah Swatantra Tingliat I Sumatcera Tengah lama.

Dengan Undang-undang No.12 tohun 1956 itu dilakukan pemben-

tulkan 14 dacroh-dacrah otonom Kabupaten jang dimaksud dalam Undang-
undang R.I. No.22 tahun 1948, dalam wilajah Propinsi Sumatera
Tengah lama, > o
Pembentulkan itu sesungguhnja merunakan suatu legalisasi pom-
bontulian leempat belas dacrah tadi, jang dilakulian dengan peraturan-
peraturan Gubernur Militer Sumatera Tengah. g
Dengan dibentuknja Dacrah-dacrah Swatantra Tingkat I Suma-
tera Barat, Djambi dan Riau, haruslah diadakan pencgasan, dima-
sukkan dalam masing-masing dacrah swatantra tingkat I manakah ko- )
cmpat belas Kabupaten-kabupaten termaksud. Scmontara itu ¥abupaten- -
kabupaton terscbut, scdjak berlakunj2 Undang-undang No.l tahun 1957
telah _mendiadi: Dacrah-dacrah Swatantra Tinglat TI.
Penegasan ini dilakukan dalam pasal 1 undang-undang penctapan
ini, dimana ditjantumkan bahwa:
1. dalam Dacrah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, tormasuk Dacrah-
dacrah Tinglat IT:

1. Afgom,
2. Padang/Pariaman,
3. Solol,
L. Pasaman,
5. Sawahlunto/Sidjund jung,
6. Limapuluh Kota,
7. Pcsisir Sclatan,
8. Tanah Datar.
2. dalam Dacrah Swatantra Tinglkiat I Djambi, termasulk Dacrah-dacrah
Tingliat IT:

1. Merangin,
. Batanghari,
3. Kerintji.
3. dalam Dacrah Swatantre Tingkat T Riau, tormasul: Dacrah-dacrah
Tingliat TI:
1. Kampar,
2., Indcragiri,
3. Benghkalis,
L. Kepulauan Riau.

N

Dalam penegasan ini, telah dilaksanakan sclzaligus, bahwa wi-
lajah Keringji berdasarkan a2lasan-2lasan jang telah tjuliup diben-
tanghkon dalam memori pondjelasan atas rantjangan Undang-undang ten-

tang pconetapan Undang-undang Darurat No.19 tahun 1957 tontang pem-
bentulian Dacyah Swatantra Tingliot 'T Sumatera Barat, Djambi dan
Riau sabagal uwndang-undang, harus dimasukidian dalam wilajoh Dacrah
Swatantra Tinglkat I Djambi.

Adapun
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8 Ldapun tjara pemasuld n scperti ditjontumlian

, _ an itu Wilakuka
dolam pasal 1 sub A ad b don ¢, scbagai berikut:
. a. wilajah*kesatuan otonom Pesisir Sclatan/Kerintji dikurangi
dengan bahagian jang meliputi Ketjamat
Hil

an-ket jamatan Kerintji

Hulu, Kerintji Tengah dan Kerintji L, ; ’

. b. wilajah jang meliputi ketigasKetjamatan terscbut ditetaplkan
mendjadi Daorah Swatantra Tinglkat II Kerintii dan dimasulidian del am
wilajah Dacrah Swatantra Tinghkot I Djambi, ¢ o

c. fisa dari wilajsh Kesdtuan 8tonom "esisir Sclatan/Kerint ji
torscbut dalam sub A ditctapkan mendiadi Dacrah Swatantra
Tingkat TT Pesisir Sclatan dan termasul: dalam lingkungan
wilajah Dacrah Swotantra Tingliat T Sumatera Barat.

Untult menampung personlan jong timbul ‘dalam polaksanaan i
perubahan menurut undang-undang penctavan ini, ditctapkan dalam
asal 45 bahwa Mentori Dalam Negeri bersama-samd dengan Devan
) s

Pemerintah ‘Dacrah Swatantra Tingkot 1 jong bersanghkutan, merupa-
an instansi jang akan momet jahlan pcrsoalan-persoalan itu.

Mcngetahui:
K ET U A k
DEWAN PERUAKTLAN RAKJAT,

P




UNDANG-UNDANG No. 58 TAHUN 1958
TENTANG an
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No,21 TAHUN 1957 TENTANG PERU-
BAHAN UNDANG-UNDANG No.l2 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH
SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
SUMATERA TENGAH" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No.77), SEBAGAI UN-
DANG-UNDANG,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ajat 1 Undang-
undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang
Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-un-
dang No.1l2 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swa-
tantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra
Tingk?t I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957
No.77)s

b. bahwa peraturan~peraturan jang termaktub dalam Undang- -
undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Un-~
dang-undangs;

Mengingat : a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia;

b. Undang-undang No.l tahun 1957 tentang pokok-pokok pe-
merintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.ég,
sebagaimana sedjak itu telah diubahj

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

MEMUTUSKATUN:
Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No.21 TAHUN 1957
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No.l2 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN
DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DATAM LINGKUNGAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT

%N%UﬁéTERA TENGAH" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No.77), SEBAGAI UNDANG-
ANG.,

PASAL TI.

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat
No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.l2 tahun 1956 ten-
tang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 No.77),
ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga
berbunji sebagai berikut:

Pasal 1.

A. Ketentuan pasal 1 Undang-undang No,12 tahun 1956 tentang pembentu-
kan daereh-daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swa-
tant?a Tingkat I Sumatera Tengah diubah mendjadi ketentuan ajat 1
dari pasal 1 itu dan diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:

a. angka "14" dalam kalimat pertama diubah mendjadi angka "15";



pasal 1 sub A ad b dan ¢, scbagal berikut:

Se

b.

- 2 -

Adapun tjara pemasukan itu dilakukan scperti ditjantumkan dalam

wilajah kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerint ji dikurangi dengan
bahagian jang meliputi Kot jamatan-ketjamatan Kerintji llulu, Kerin-
tji Tengah dan Kerintji Halir; :

wilajah jang meliputi ketiga Ketinmatan terscbut ditetapkan mene--
djadi Dacrah Swatantra Tingkat IL Kerintji dan dimasukkan dalam
wilajah Daorah Swatantra Tingkat I Djambi;

Sisa dari wilajah Kesatuan otonom Pesisir Sclatan/Kerintji ter-
scbut dalam sub & ditctapkan mendjadi Dacrah Swatantra Tinglkat

II Pesisir Sclatan dan termasuk dalem lingkungan wilajah Dacrah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat. _

Untuk menampung persoalan jang timbul dalam pelaksanaan peru-/

bahan menurut Undang-undang penctapan ini, ditctapkan dalam pasal L,
bahwa Monteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Dewan Pemerintah Dac-

rah Swatantra Tingkat jang bersangkutan, merupakan instansi jang 5
akan memcot jahkan persoalan-persoalan itu.,
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b. ketentuan angka No.7 diubah hingga dibatja: "Pesisir Selatan,
dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan de-
ngan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat
ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember
1949 Mo0.10/G.M./S.T.G./49, dikurangi dengan wilajah Ketjama-
tan-ketjamatan: :

1) Kerintji Hulu, 2) Kerintji Tengah dan 3) Kerintji Hilir";

c. sesudah ketentuan angka No.l4 diadakan ketentuan angka No.l5
baru jang berbunji sebagai berikut:
"15 Kerintji, dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Kerin-
tji, jang wilajahnja meliputi wilajah Ketjamatan-ketjamatan:
19 Kerintji Hulu, 2) kerintji Tengah dan 3) Kerintji Hilir".

B. Pasal 1 tersebut B diatas ditambah dengan ajat 2 baru jang ber-
bunji sebagai berikut:
"(2§ a. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.l sam-
pai dengan 8 termepuk dalam lingkungan Daerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Barat sebagai daerah-daerah swatantra
tingkat II";

"b., daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.9 sam-
pai dengan 12 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra
Tingkat I Riau sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II"j;

¥c, daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.l3 sam-
pai dengan 15 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra

Tingkat I Djambi sebagai daerah-daerah swatantra tingkat
LI

Pasal 2.
Dalam pasal 2 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut :

a. pasal 2 ajat 1 No.7 harus dibatja:
"Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan berkedudukan di
Painan";

b. Pasal 2 ajat 1 tersebut ditambah dengan No.l5 jang berhunji se-
bagai berikut:

"Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji berkedudukan di Sungai Pe-
nuh",

Pasal 3.

Dalam pasal 3 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:

a. Pasal 3 ajat 1 No.7 harus dibatja:

"Daerﬁh Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan terdiri dari 20
orang";

‘b. pasal 3 ajat 1 tersebut ditambah dengan No.1l5 jang berbunji
sebagai berikut:

"Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji terdiri dari 15 orang".

Pasal 4.

Semua persoalan-persoalan jang timbul dalam pelaksanaan peru-
bahan menurut Undang-undang ini diselesaiken oleh Menteri Dalam Ne-
geri bersama Dewan-dewan Pemerintah Daerah swatantra tingkat I Jang
bersangkutan.

Pasal 5.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang peru-
bahan Undang-undang No.l2 tahun 1956 tentang pembentukan daerah

swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I
Sumatera Tengah". .

PASAL II
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PASAL II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Ne-

© gara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuli 1958,
APRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S~
Diundangkan e Qﬁfﬁtif,m/,'k
pada tanggal 29 Djuli 1958. SUKARNG. ‘
MENTERI KEHAKIMAN, MENTERI DALAM NEGERI,

G.A. MAENGKOM. SANOESI HARDJADINATA.



MEMORI PENDJELASAN
MENGENAI

UNDANG-UNDANG No. 58 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No.21 TAHUN 1957 TENTANG PEMBEN-
TUKAN DAERAH SWATNTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN DAERAH SWATAN-
TRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No.77),
SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Sebagai akibat pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Djambi dan Riau, maka dengan sendirinja harus diada-
kan perubahan terhadap Undang-undang No.1l2 tahun 1956 tentang pemben-
tukan daerah-daecrah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swa-
tantra Tingkat I Sumatera Tengah lana.

Dengan Undang-undang No.l2 tahun 1956 itu dilakukan pembentukan
14 daerah-daerah otonom Kabupaten jang dimaksud dalam Undang-undang
R.I. No.22 tahun 1948, dalam wilajah Propinsi Sumatera Tengah lama.

Pembentukan itu sesungguhnja merupakan suatu legalisasi pemben-
tukan kecmpat belas daerah tadi, jang dilakukan dengan peraturan-per-
aturan Gubernur Militer Sumatera Tengah.

Dengan dibentuknja Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Djambi dan Riau, haruslah diadakan penegasan, dimasukkan da-
lam masing-masing daerah swatantra tingkat I manakah keempat belas
Kabupaten~kabupaten termaksud. Sementara itu Kabupaten-kabupaten
tersebut, sedjak berlakunja Undang-undang No.l tahun 1957 telah men-
djadi Daerah-daerah Swatantra Tingkat II.

Penegasan ini dilakukan dalam pasal 1 Undang-undang penetapan
ini, dimana ditjantumkan bahwa:

1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-
daerah Tingkat II:
l. Agam,

2. Padang/Parieman,

3. Solok,

4. Pasaman,

5. Sawahlunto/Sidjundjung,

6. Limapuluh Kota,

7. Pesisir Selatan,

8. Tanah Datar,

2. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Djambi, termasuk Daerah-daerah
Tingkat II:
l. Merangin,
2. Batanghari,
3. Kerintji,

3, dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah
Tingkat II:
1. Kampar,
2. Inderagiri,
3. Bengkalis,
4. Kepulauan Riau.

) Dalam penegasan ini, telah dilaksanakan sekaligus, bahwa wila-
jah Kerintji berdasarkan alasan-alasan jang telah tjukup dibentang-
kan dalam memori pendjelasan atas rantjangan Undang-undang tentang
penetapan Undang-undang Darurat No.l9 tahun 1957 tentang pembentu-
kan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau se-

bagai Undang-undang, harus dimasukkan dalam wilajah Daerah Swatan-
tra Tingkat I Djambi.

Adapun
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Adapun tjara pemasukan itu dilakukan seperti dit jantumkan dalam
pasal 1 sub A ad b dan c, scbagal berikut:

a. wilajah kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerint ji dikurangl dongan
bahagian jang meliputi Kot jamatan-ket jamatan Kerint ji Hulu, Kerin-
tjl Tengah dan Kerintji Halir;

b. wilajah jang meliputi ketiga Ketjamatan terscbut ditctapkan min-
djadi Dacrah Swatantra Tingkat II Kerintji dan dimasukian dalam
wilajah Dacrah Swatantra Tingkat I Djambi;

c. Sisa dari wilajah Kosatuan otonom Posisir Selatan/Kerintji ter-
sebut dalam sub 4 ditctapkan mendjadi Dacrah Swatantra Tingkat
II Posisir Sclatan dan termasuk dalam Lingkungan wilajah Dacrah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat.

Untuk meonampung persoalan jang timbul dalam pelaksanaan peru-
bahan menurut Undang-undang penctapan ini, ditctapkan dalam pasal &4,
bahwa Monteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Dowan Pemerintah Dac-
rah Swatantra Tingkat I jang bersangkutan, merupakan instansi jang
akan memct jahkan persoalan-persoalan itu,
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Dengan ini kami menjampailken dslam rangkap 10 naskah’a
- Undeng-undang tentang penetepan "Undang-undang Darurat
No«21 $ehun 1957 tentang perubshan Undang-undang No.l2
A $ahun 1956 tentang pembentukan daerah Swatantre tingkat
IT dalam lingkungen daerah Swatantra tingket I Sumatra
& | | Tengeh * (lembaren Negave tahun 1957 No«77) sebagai
%@ . Undang-undang - |
jang telah disehken oleh Presiden pada tenggal 17 Djuli 1958
dengan ditende tangani serta Menteri Dalam Negeri untuk diun-
| dangkan«
) Setelah diundangken kami minta sudilah kirenja Saudara
mengirimkan sehelai naskeh Undang-undang itu kepada Menteri
\ Penerangan untul disiarkan dengen perantaraan radio dan sehe-

lai lagi kepadea Menteri Dalam Negeri uniuk diketahui.

DIREKTUR KABINET PRESIDEN

Tembusan kepada 3

1. Perdana Menteri, \;h" wuww»"
2+ Menteri Dalam Negerie e



